
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 dalam pelaksanaannya perlu menyesuaikan 

dengan dinamika perkembangan pencegahan dan pengendalian 

Covid-19, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019; 
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Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5415); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6236); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG 
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL 
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019. 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6487); 

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 34); 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 
tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan 
Penyebaran Corona Virus Di.sease 2019 (Covid-19); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Di.sease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

16. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 31 Tahun 2021 
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 31); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah kabupaten Konawe Kepulauan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Kepulauan. 

3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan. 
4. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut 

Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pmapasan 
akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus 

Corona 2 yang telah menjadi pandemi global 
berdasarkan penetapan dari World Health Organization 
dan ditetapkan sebagai bencana non alarn nasional 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 
tentang Penetapan Bencana Non Alain Penyebaran 
Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai 
Bencana Nasional. 

5. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/ standar 
kesehatan yang ditetapkan dalarn upaya pencegahan 
dan penularan penyakit. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 
2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum 
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Konawe 
Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Konawe 
Kepulauan Tahun 2020 Nomor 31) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 ditarnbahkan 1 (satu) angka yaitu angka 

11, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
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7. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah 
satu kriteria berikut: 
a. orang dengan infeksi saluran pemapasan akut 

dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala 
memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di 
negara/wilayah Indonesia yang melaporkan 
transmisi lokal; 

b. orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi 
saluran pemapasan akut pada 14 hari terakhir 
sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak 
dengan kasus konfirmasi/probable COVJD-19; 
a tau 

c. orang dengan infeksi saluran pemapasan akut 
berat/ pneumonia berat yang membutuhkan 
perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab 
lain berdasarkan gambaran klinis yang 
meyakinkan. 

8. Kasus Probable adalah Kasus Suspek dengan infeksi 
saluran pemafasan akut berat/ meninggal dengan 
gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum 
ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. 

9. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak 
fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung 
(dalam radius satu meter dengan kasus pasien 
terkonfirmasi) dalam dua hari sebelum kasus timbul 
gejala dan empat belas hari setelah kasus timbul 
gejala. 

10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Konawe Kepulauan 

11. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang 
dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans 
kesehatan oleh Pemerintah dalam menangaru 
penyebaran Covid-19 antara lain: penelusuran 
(tracing), pelacakan (tracking), dan pem berian 
peringatan ( warning dan fencing). 
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lingkungan secara berkala; 
e. memasang alat peraga atau media informasi 

mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19; 
dan 

f. memeriksa serta mewajibkan 
pengunjung/karyawan menggunakan aplikasi 
PeduliLind ungi. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan saksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pembubaran kegiatan, 
d. penutupan sementara tempat usaha; dan/ atau 
e. denda administratif paling sedikit Rp200.000,00 

(dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak 
RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

disinfeksi dan pembersihan 

Pasal 3 
(1) Setiap orang atau badan hukum yang 

menyelengarakan tempat atau fasilitas umum, wajib: 
a. menyediakan tempat khusus untuk cuci tangan, 

air bersih dan sabun cuci tangan atau hand 

sanitizer, 
b. membuat gans atau tanda pengaturan jarak 

in teraksi fisik; 
c. memeriksa suhu tubuh bagi setiap orang yang 

datang; 
d. melakukan 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambahkan satu huruf yaiyu 
huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 

H KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, 

Diundangkan di Langara 
pada tanggal, Februari 2022 

I 4 BMIAN HUKUM ~~~~'--~---~ 
2 ASISTEN ... 
1 SEKRETARIS DAERAH 

NO 

3 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 
) 

Ditetapkan di Langara 
pada tanggal, Februari 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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